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Kontrak Bagi Hasil minyak dan gas bumi / Production Sharing Contract (PSC) sangat penting di dalam
kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di Indonesia. Melalui kontrak tersebut tercermin berbagai
kepentingan dari para pihak, termasuk juga kepentingan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai
pemilik sumber daya alam minyak dan gas bumi yang sah berdasarkan amanah konstitusi (UUD 1945).
Negaradi dalam perkembangannya merupakan sebuah organisasi / badan hukum yang sah menurut hukum
perdata untuk dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum perdata, termasuk juga untuk mengadakan
perjanjian / kontrak privat. Namun di dalam perkembangannya hubungan hukum yang terbentuk dari
kontrak tersebut menjadi sumber permasalahan yang digunakan sebagai alasan untuk mengajukan
permohonan judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK) atas Undang-Undang No. 22 Tahun 2001
tentang Minyak dan Gas Bumi. Atas permohonan tersebut, kemudian MK memutuskan bahwa hubungan
hukum yang diwujudkan dalam bentuk kontrak tersebut telah merendahkan martabat negara serta
mengancam kedudukan negara sehingga bertentangan dengan amanah Pasal 33 UUD 1945.

...... Production Sharing Contract (PSC) is very important in the petroleum and natural gas upstream industry
in Indonesia. Through these contracts reflected the various interests of the parties, including the interests of
the Republic of Indonesia as the |legitimate owner on the natural resources of petroleum and natural gas
under the constitutional mandate (1945 Constitution). Country in its development is an organization / legal
entity authorized by law to perform legal acts under the civil law, as well as to make an agreement / private
contract. However in the development, the legal relationship derived by that contract has turned out to be the
source of problems which were used as areason to apply for judicial review in the Constitutional Court
(MK) of Law No. 22 Year 2001 on Oil and Gas. To the application, then the Court has decided that the legal
relationship embodied in the contract has been degrading the country dignity and has threatened the position
of the state that is contrary to the mandate of Article 33 of the 1945 Constitution.
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